



A. Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase di Indonesia, Malaysia dan
Thailand.
Dalam penyelesaian sengketa bisnis terdapat dua macam cara penyelesaian
sengketa yang selama ini diterapkan di Indonesia, yakni melalui pengadilan
(litigasi) dan non pengadilan (non litigasi). Litigasi merupakan proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa
saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka
pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah
putusan yang menyatakan win-lose solution.15 Pengertian Litigas sendiri adalah
gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik
sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan
keputusan dua pilihan yang bertentangan .16 Prosedur dalam jalur litigasi ini
sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat teknis (very technical). Seperti
yang dikatakan J. David Reitzel “there is a long wait for litigants to get trial”,
jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk
menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Kondisi
ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa
15 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,
Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.
16 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions
(ADR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 40.
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di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan
formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR.17
Sedangkan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi telah dikenal
adanya penyelesaian sengketa alternatif, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.”
Salah satu cara penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah melalui
proses arbitrase. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas
yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki
pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis, serta ketepatan waktu
persidangan, menjadi kelebihan arbitrase itu sendiri sehingga sidang dapat
berjalan secara efektif. Selain itu, kelanjutan hubungan bisnis antar para pihak
juga diperhatikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan hubungan baik dan kerja
sama tetap dapat dilanjutkan.18
Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaiaan sengketa dagang yang
berskala internasional, dimulai pada penghujung abad ke-18, yang ditandai
dengan lahirnya Jay Treaty pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi
antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan
mendasar mengenai penyelsaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum
17 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.
18http://www.hukumonline.com, op,cit, di akses tanggal 22 Desember 2017.
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perjanjian ini sengketa dagang dilakukan melalui saluran diplomatik, kemudian
berubah cara karekternya menjadi arbitrase internasional. Cara penyelesaian lama
sering mengecewakan. Penyelesaaain cendrung di pengaruhi kepentingan
politik.19
Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda),
arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Prancis), yang berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan sesutu menurut kebijaksanaan atau damai oleh
arbiter atau wasit. pangertian arbitrase menurut Subekti adalah cara-cara
penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan dengan berbagai
formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta
mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak.20
Arbitrase adalah penyelesaiain suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau
beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama ditunjuk oleh para pihak yang
berperkara dengan tidak di elesaiakn lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat ke
dua ahli tersebut,dapat disimpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses
penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan
seseorang atua lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya
adalah final dan mengikat.21
Priyatna Abdulrrasyid “Arbitrase adalah salah satu mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum
yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih
menyerahkan sengketannya, ketidaksepahamannya, ketidakkesepakatannya
19 M. Yahya Harahap, Beberpa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian
Sengketa, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 226.
20 Sudargo Gautama,1976, kontrak dagang internasional, Alumni, Bandung, Hal. 5.
21 R. Subekti, 1980, kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan,
Alumni, Bandung , Hal 5.
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dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau
lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak
sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkantata cara hukum
perdamaian yang telah disrpakati bersama oleh para pihak tersebut untuk
sampai pada putusan yang final dan mengikat.”22
H. M. N Poerwosujtipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase
yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat
agar perselisihan meraka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai
sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk
oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.23
Dalam perkembangannya ternyata tata cara penyelesaian cara
damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga dibidang-bidang
sengketa tentang: frachising, penerbangan, telekomunikasi internasional
dan penggunaan ruang angkasa komersial, bahkan ada yang menghendaki
agar juga ditetapkan dalam kartu kredit, perbankan dan pelanggaran
terhadap keamanan lingkungan.24
1. Arbitrase Indonesia
1.1. Sejarah Arbitrase di Indonesia
Didalam tata hukum Indonesia, keberadaan dan perkembangan
arbitrase sebagai hukum positif memiliki sejarah tersendiri yang
menunjukan betapa jauh ketertinggalan arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut APS) kita apabila
dibandingkan dengan perkembangan arbitrase diluar negeri. Padahal
sebenarnya kodifikasi atas kelembagaan arbitrase ini sudah sangat tua,
22 Priyatna Abdulrrasyid, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,(2003).
23 H. M. N Poerwosutjipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan  dan
Penundaan Pembayaran, Cetakan III, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.1.
24 Rahayu Hartini, 2010, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit
Yang Berklausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan Kepailitan), Legality Jurnal Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 3.
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yaitu dengan dicantumkannya didalam salah satu bagian dari reglement
op se rechtsvordering (selanjutnya disebut Rv) dengan S. 1847 No. 52 jo.
S. 1849 No. 60.25
Pemahaman tentang arbitrase memerlukan waktu yang lebih lama
bagi dunia peradilan umum sendiri. Hal ini terbukti bahwa mereka masih
juga menerima pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memuat klausul
arbitrase, misalnya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun: Putusan
12 April 1983 No 70/Pdt/1982 yang seharusnya menyatakan dirinya tidak
berwenang. Namun putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah tanggal 21 Februari 1984 No. 311/Pdt/1983 dan
bahkan oleh Mahkamah Agung telah di kuatkan dengan putusan tanggal
24 Desember 1985 no. 1851?K/Pdt/1984. Padahal ketika itu pemerintah
telah mengeluarkan Keppres No. 34 Tahun 1981 taanggal 5 Agustus
1981 yang meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958, yang inti
utamanya terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia adalah:
“pengakuan (recognition)” dan “pelaksanaan”(enforcement)”.26
Menyadari bahwa perkembangan dunia usaha dan lalu lintas
perdagangan baik nasional maupun internasional menurut penyelesaian
sengketa melalui arbitrase atau APS, maka pembentuk undang-undang
akhirnya menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
25 Rahayu Hartini, 2009, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme
Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Kencana, Jakarta, Hal. 29.
26 Ibid, Hal 33.
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Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang dinyatakan
berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.27
1.2. Dasar Hukum Arbitrase Indonesia
Arbitrase menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman. Di dalam pasal-
pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.
35 Tahun 1999 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang arbitrase.
Bahkan pasal 10 dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh 4 (empat) peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dalam pasal 3
ayat (1) Undang-Unang No. 14 Tahun 1970, ditegaskan bahwa semua
peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara
dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Bunyi pasal ini seolah-olah
tidak memberi tempat untuk sistem penyelesaian melalui arbitrase,
namun kesan ini tidak benar sama sekali karena di dalam penjelasannya
tersebut menyatakan bahwa penyelesaian atau melalui arbitrase tetap
diperbolehkan.28
Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan APS, setelah Undang-Undang tersebut berlaku, maka
kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin
jelas dan kuat.29 Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),
Husseyn Umar berpendapat Prosedur arbitrase sebagaimana yang telah
27 Ibid. Hal 34.
28 Rahayu Hartini, Op.cit, Hal. 42.
29 Ibid.
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diatur dalam undang-undang, dalam penerapannya bisa lebih fleksibel
dengan memperhatikan kesepakatan para pihak.30
Selain itu Indonesia juga meratifikasi konvensi New York tahun
1958 yang disahkan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 34
Tahun 1981.
1.3. Badan Arbitrase di Indonesia
Di Indonesia arbitrase dilakukan oleh suatu lembaga yang dikenal
bernama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut
BANI). Arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas
prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti
S.H. dan Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid,
dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat
yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI
berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di
Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar,
Palembang, Medan dan Batam.31
BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang
bebas, otonom dan juga independent, artinya BANI tidak dapat
diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayak lembaga peradilan yang
independent. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat bersikap
30 http://www.hukumonline.com, Makin Ngetrend ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa
Melalui Arbitrase, diakses 3 Maret 2018.
31 http://www.baniarbitration.org, tentang BANI, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.
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objektif, adil, dan jujur memandang dan memmutuskan perkara yang
dihadapinya nanti. 32
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
kekuasaan kehakiman, metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan
telah diakui, dimana dinyatakan bahwa upaya penyelasaian sengketa
perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa di
luar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum sampai dengan
pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999.33
Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk
bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan
keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri,
termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan
putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan
internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI
memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30%
diantaranya adalah asing.34
Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa pemilihan seorang arbiter
yang berkompeten dalam bidang sengketa selain mempersingkat proses
penyelesaian sengketa karena kompetensi arbiter (dibidang ‘hal’ yang





sengketa tersebut dengan rasa yang tidak merugikan bagi para pihak yang
bersengketa.35
1.4. Prinsip-prinsip Arbitrase Indonesia
Agar arbitrase dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang
ampuh, menurut Munir Fuady36 seharusnya arbitrase menganut beberapa
prinsip sebagai berikut :
1) Efisien
Dibandingkan dengan Penyelesaian sengketa melalui badan-badan
peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien,
yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya.
2) Accessibility
Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu, dan tempat.
3) Proteksi Hak Para Pihak
Terutama pihak yang tidak mampu, misalnya untuk mendatangkan
saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat
perlindungan yang wajar.
4) Final and Binding
Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum
tetap dan mengikat para pihak, yang dimaksud dengan bersifat final
35 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta (APS) Suatu
Pengantar,  2011, (BANI-PT), Hal 58.
36 Munir Fuady, loc.cit, Hal  93-94.
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adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi,
atau peninjauan kembali.37
5) Fair and Just
Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa, dan
sebagainya.
6) Sesuai dengan Sence of Justice dari Masyarakat Dengan demikian,
akan lebih terjamin unsur “deterrant” dari si pelanggar, dan
sengketa, akan dapat dicegah.
7) Kredibilitas
Para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-
orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih
dihormati.
1.5. Ruang Lingkup Arbitrase Indonesia
Jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tantang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain
Sengketa ruang lingkup arbitrase adalah adalah kegiatan-kegiatan antara
lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri
dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).38
1.6. Syarat Arbitrase Indonesia
Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang
akan terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase jika arbitrase diadakan
37 Grace Henni Tampongangoy, 2015, ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL, Lex et Societatis, Vol. III,
No. 1, Hal 164.
38 Penjelasan Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
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tanpa kesepakatan kedua belah pihak maka itu bukan perjanjian arbitrase
dengan adanya perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak
berwenang mengadili perkara tersebut, dalam hal para pihak memilih
penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadipersetujuan
mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang
ditanda tangani kedua belah pihak.39
2. Arbitrase Malaysia
2.1. Sejarah Lembaga Arbitrase Malaysia
Pusat Arbitrasi Pusat Kuala Lumpur (KLRCA atau pusatnya)
bukanlah lembaga arbitrasi internasional non-pemerintah yang didirikan
pada tahun 1978 di bawah naungan Organisasi Konsultasi Hukum Asia-
Afrika (AALCO). Ini adalah pusat pertama dari jenisnya yang akan
didirikan oleh AALCO di Asia. 40
Pusat ini memberikan dukungan kelembagaan untuk arbitrase
domestik dan internasional dan proses penyelesaian perselisihan
alternatif lainnya. Selain itu, KLRCA menawarkan fasilitas pendengaran
dan layanan administrasi tambahan kepada pengadilan yang beroperasi
ad hoc atau di bawah naungan institusi lain. Didirikan berdasarkan
kesepakatan negara tuan rumah antara Malaysia dan AALCO, Center
tersebut telah diberi hak istimewa dan kekebalan untuk menjalankan
fungsinya sebagai organisasi independen dan internasional.41
39 Paustinus Siburian, 2004, Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perdagangan Secara Elektronik, Jakarta Djambatan, Hal. 42.
40 2016 Annual report The Multi- Service Global Hub For ADR. Op.cit, Hal 3.
41 Ibid.
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2.2. Nama Badan Arbitrase
Di Malaysia arbitrase dibawah naungan KLRCA (Kuala Lumpur
Center Arbitration) diawali dengan kesepakatan 2 atau lebih pihak untuk
merujuk pada proses arbitrase berdasarkan Aturan Arbitrase KLRCA.
Aturan Arbitrase KLRCA menawarkan proses prosedural yang
komprehensif dimana pihak-pihak dapat menyetujui pelaksanaan proses
arbitrasi yang timbul dari hubungan komersial mereka. Mengadopsi
Aturan Arbitrase UNCITRAL (seperti yang direvisi pada tahun 2013),
aturan Arbitrase KLRCA mencakup semua aspek proses arbitrasi,
memberikan klausul arbitrase model, menetapkan peraturan prosedural
mengenai penunjukan arbitrator dan pelaksanaan proses arbitrasi, dan
menetapkan peraturan yang berkaitan dengan bentuk, efek dan
interpretasi penghargaan tersebut.42
2.3. Dasar Hukum Arbitrase Malaysia
Dasar hukum yang digunakan KLRCA adalah Arbitration Rules
2017 yang menjelaskan tentang prosedur arbitrase dan Malaysian
Arbitration Act yang berisi pelaksanaan arbitrase. Semua aturan tersebut
digunakan KLRCA untuk proses penyelesaian dengan arbitrase.43
2.4. Prinsip-prinsip Arbitrase Malaysia
Prinsip-prinsip yang digunakan badan arbitrase Malaysia adalah
Cepat, sederhana, efisien dan semua pihak harus merahasiakan semua hal
42 https://www.klrca.org/, about KLRCA, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.
43 https://aiac.world/, Arbitration, diakses pada tanggal 3Maret 2018.
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yang berkaitan dengan proses arbitrase, kecuali jika pengungkapan
diperlukan.44
2.5. Syarat Arbitrase Malaysia
Setiap sengketa yang para pihaknya telah setuju untuk
menyerahkannya ke arbitrase, menurut perjanjian arbitrase dapat
diselesaikan melalui arbitrase kecuali perjanjian arbitrase bertentangan
dengan kebijakan publik.45
3. Arbitrase Thailand
3.1. Nama Badan Arbitrase Thailand
Arbitrase di Thailand telah ditetapkan setelah Arbitration Act B.E.
2530 (1987) mulai berlaku di B.E. 2530 (1987). Arbitrasi adalah proses
penyelesaian sengketa komersial yang sederhana, cepat dan murah. Ini
akan membantu mengurangi kasus yang dibawa ke pengadilan sehingga
proses peradilan secara umum telah dikembangkan. Pemerintah sangat
menyadari pentingnya arbitrase sehingga pembentukan Pusat Arbitrase
Thailand telah menjadi salah satu kebijakan penting dan perlu. Standar
arbitrase di Thailand harus ditingkatkan untuk memenuhi standar
internasional agar menjadi pusat arbitrase. 46
Arbitrase baru-baru ini telah dikenal diseluruh dunia karena telah
digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara partai lintas batas.
Selanjutnya, pendirian Pusat Arbitrasi Thailand adalah persiapan proses
44 https://www.klrca.org/, Loc,cit, diakses tanggal 20 Januari 2018.
45 https://www.international-arbitration-attorney.com, International Arbitration Kuala
Lumpur Regional Centre Arbitration, diakses tanggal 3 Maret 2018.
46 http://thac.or, about THAC, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.
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penyelesaian perselisihan untuk Thailand, sebagai anggota ASEAN di
B.E. 2558 (2015), agar bisa menjadi pusat arbitrase di ASEAN. Pusat
Arbitrasi Thailand (THAC) didirikan berdasarkan Undang-Undang Pusat
Arbitrase B.E. 2550 (2007). Tujuan THAC adalah untuk mendukung dan
mempromosikan sistem arbitrase internasional, untuk menjadi pusat
arbitrase yang dikenal luas untuk menetapkan layanan independen
mengenai arbitrase dan untuk memperbaiki pusat arbitrase di Thailand
untuk memenuhi standar yang sama seperti lembaga arbitrase di negara
lain.47
3.2. Dasar Hukum Arbitrase Thailand
Dasar hukum yang digunakan badan arbitrase Thailand adalah
Thailand Arbitration Center Rule on Arbitration B.E. 2558 (2015) yang
berisi tentang prosedur arbitrase dan Thailand Arbitration Center Rule on
Arbitration Committee B.E. 2558 (2015) yang berisi pelaksanaan
arbitrase.48.
3.3. Prinsip-prinsip Arbitrase Thailand
Prinsip-prinsip yang dimiliki badan arbitrase Thailand seperti yang
disebutkan pada pasal 38 Thailand Arbitration Center Rules on Arbitration
B.E. 2558. Pengadilan Arbitrase memiliki wewenang untuk melakukan
proses arbitrase sebagaimana mestinya dengan memperhatikan asas
keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi biaya, dan kesempatan yang sama
47 Ibid.
48 http://thac.or.th/, Rules Regulations, diakses pada tanggal 25 Januari 2018.
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bagi para pihak untuk mengajukan klaim dan pembelaan sebagaimana
mestinya berdasarkan keadaan perselisihan.
B. Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
1. Latar Belakang dan Sejarah Lahirnya MEA
Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan
satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Vision 2020).
Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang
makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di
tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. 49
Pada  KTT Malaysia  menghasilkan konsensus baru, dimana dalam
konsensus berisi tentang deklarasi cebu. Dengan ditandatanganinya Deklarasi
Cebu maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah
nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang
meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi. Mulai dari barang, tenaga kerja
(terampil), investasi, modal, sampai jasa.50
2. Tujuan dibentuknya MEA
Pembentukan MEA memiliki tujuan utama menghadirkan pemerataan
ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Jika diuraikan
dengan lebih mendalam berdasarkan Deklarasi Cebu, tujuan utama dari
dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu:51




a. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN
sekaligus pusat produksi (production base) dengan kaitannya pada
elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja
(terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan
regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal
untuk negara-negara sekawasan.
b. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi
yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi,
meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas e-Commerce, dan
pengembangan infrastruktur.
c. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran
utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi
negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana
diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera
dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang
berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian,
sebagaimana terangkum dalam ASEAN Vision 2020 serta Pakta ASEAN
Concord II, MEA dibuat dengan maksud untuk memeratakan ekonomi
hingga ke seluruh penjuru kawasan.
d. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan
tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan
kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang
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koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah
satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap
penting.
Tujuan dari pembentukan MEA sesuai dengan pakta dalam Deklarasi
Cebu tersebut tentu memberikan corak baru bagi ciri ekonomi di kawasan MEA.
Berikut ini adalah ciri-cirinya:
a. Iklim ekonomi kawasan menjadi lebih kompetitif.
b. Usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara
yang tergabung dalam ASEAN.
c. Integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta
pasar tunggal.52
C. Konvensi New York 1958
1. Sejarah Konvensi New York 1958
Konvensi New York merupakan Konvensi tentang Pengakuan dan
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang dibentuk di New York pada
tanggal 10 Juni 1958. Konvensi ini merupakan Konvensi arbitrase utama ketiga
setelah United Nations on United Nations Commission on International Trade
Law (“UNCITRAL”) Model Law dan The Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 1965
52 Ibid.
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(“Konvensi Washington”) yang dirumuskan oleh Bank Dunia pada tanggal 18
Maret 1965 untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Bank Dunia.53
Konvensi New York ini dibentuk untuk mengatur tentang Pengakuan dan
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diputuskan oleh badan arbitrase
internasional yang berada di luar Negara anggota Konvensi ini. Dalam kata
lain, Konvensi ini menganut paham doctrine of comity dan asas reciprocity
yang mengatur suatu penyerahan jurisdiksi kepada badan arbitrase
internasional yang terletak dalam teritori Negara anggota lainnya dalam
Konvensi ini sehubungan dengan hal penyelesaian sengketa yang ditimbulkan
dari sebuah hubungan hukum baik secara kontraktual atau tidak namun
dianggap bersifat niaga (commercial) dibawah hukum nasional Negara anggota
yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik secara person
maupun legal entity.54
2. Latar Belakang Lahirnya Konvensi New York 1958
Sejarah pembentukan Konvensi New York dikarenakan adanya
pelaksanaan The Geneva Protocol on Arbitration Clause 1923 (“Protokol
Jenewa”) dan Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral
Awards 1927 (“Konvensi Jenewa”) yang tidak mengalami kemajuan dan kedua
ketentuan internasional tersebut tidak banyak mengundang animo yang berarti
dari Negara- Negara di luar Eropa dan Negara-Negara yang baru merdeka.
Berdasarkan kekurangan dan kegagalan ini, maka setelah Perang Dunia II,
53 Bab Introduction, International Centre for Settlement of Investment Disputes
Convention 1965, Washington, 1965, hlm. 5
54 Pasal 1, Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
1958 (New York Convention).
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timbul kesadaran masyarakat dunia untuk mengubah dan memperbaiki
ketentuan tersebut serta masyarakat internasional makin sadar akan pentingnya
peran arbitrase sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa
(komersial) internasional.55
55 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1993), hlm. 28
